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ABSTRAK 

 

Rizki Andriawan. 201610115071. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen  menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian pengikatan 

jual beli apartemen City Terrace Di Kota Bekasi (Studi Kasus Putusan Nomor 

208k/Pdt.Sus-Bpsk/2019) Sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian pengikatan 

jual beli apartemen city terrace mengenai Perjanjian pengikatan jual beli Nomor 

032/PPJB/DWT-CTA/XI/2013 tanggal 20 november 2013 antara Elizabeth Retno 

Wuri dengan PT. Desindo Wijaya Tama dimana PT. Desindo Wijaya Tama tidak 

dapat memenuhi kewajibannya atas pembangunan apartemen dan serah terima unit 

apartemen pada tanggal yang diperjanjikan. privityy of contract merupakan perbuatan 

kesalahan pelaku usaha karena wanprestasi mewajibkan tanggung jawab pelaku usaha 

untuk memberikan hak ganti rugi kepada konsumen. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan 

kasus tentang wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen. Jenis data yang 

digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa putusan BPSK Nomor 

015/BPSK-BKS/2018 sesuai dengan kewenangannya karena mengacu pada asas 

privity of contract namun dalam putusan Mahkamah Agung memutus secara berbeda 

di mana yang menjadi dasar putusan adalah adanya kewajiban dalam perjanjian yang 

tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Apabila asas privity of contract digunakan dalam 

pertimbangan penyelesaian sengketa tersebut permohohonan kasasi pelaku usaha 

harusnya di tolak dan pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen. Para 

pihak harus memperhatikan dan melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati 

bersama agar tidak terjadi sengketa, sehingga tidak terjadi permasalahan yang salah 

tentang siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Agar prinsip dalam 

hukum perlindungan konsumen, privity of contract harus di terapkan dalam rangka 

penegak hukum terhadap sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. 

Kata kunci: Kewenangan BPSK, Sengketa Wanprestasi. 

 

 

 

 

 

 

Kewenangan badan.., Rizki Andriawan, Fakultas Hukum 2020



vii 
 

ABSTRACT 

 

Rizki Andriawan. 201610115071. The authority of the consumer dispute settlement 

(know as BPSK) resolves dispute due to default in the agreement to increase the sale 

and purchase of city terrace apartments in bekasi city (Case Study Of Decision 

Number 208K/Pdt.Sus-BPSK/2019) dispute due to default in the agreement to 

increase the sale and purchase of city terrace apartments regarding the agreement to 

increase the sale and purchase Number 032/PPJB/DWT-CTA/XI/2013 dated 

November 20 th 2013 between Elizabeth Retno Wuri with PT. Desindo Wijaya Tama 

where PT. Desindo Wijaya Tama could not fulfill it’s obligations for the contraction 

of the apartments unit on the agreed date. Privity of contract is wrong doing of the 

business actor because the default requires the responsibility of the business actor to 

provide the right of compensation to the consumer. In this study, the author uses the 

normative legal research method and uses a special approach regarding the default 

between business actors and consumer. The type of data used is secondary data 

consisting of premier, secondary and tertiary legal material. The conclusion of the 

study is that the decision of BPSK Number 015/BPSK-BKS/2018 after the authority 

because it refers to the principle of privity of contract but in the decision of the 

supreme court decide differently where the basis for the decision is the existence of 

obligations in the agreement that are not fulfilled by business actors. If the principle 

privity of contract is used in the consideration of resolving disputes, the appeal for a 

business actors must be rejected and the business actors provides compensation to 

the consumer. The parties must pay attention and implement the agreement that has 

been mutually agreed upon so that a dispute does not occur, so that there are no false 

issues regarding who is authorized to resolve the dispute. In order for the principles 

in consumer protection law, the privity of contract must be applied in the context of 

law enforcement for disputes relating to consumer protection. 

Kata kunci: BPSK’S Authority, Non Performance Of Contract Case. 
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